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oA, Pepdshuluan,

Transaksi bisnis internasional pada dasarnya
adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan
komersial yang melintas batas negara vang
dilakukan oleh individu atau perusahaan yang
berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang
berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum
tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan
kewarganegaraan individn atan juea perhedaan

1. Lembaga mana vang memiliki kewenangan
{kompaten% atau vm;ad Lﬂ) jika terjadi
perselisihan di antara pihak- pxhak yang

mengadakan transaksi;

[

Hukum yang diberlakokan terhadap transaksi
bisnis internasional; dan

3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan
asing.

kebangsaan perusahaan atau badan hukum yang
melakukan transaksi tersebut.

Transaksi bisnis ini merupakan bagian dari
hukum perdata internasional (private international
law). Ada tiga problem hukum yang harus dicermati
dan diantisipasi baik oleh pelaku bisnis internasional
sendiri, notaris, maupun para penegak hukum
seperti pengacara dan hakim. Tiga persoalan pokok
tersebut adalah:!

E furisdiks: enga: flan dan Arbilrase

Yurisdiksi pengadilan di dalam HPmerupakan
kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk
memeriksa dan menentukan suatu permasalahan
yang dimintakan kepadanva untuk diputuskan
dalam setiap kasus yang s melibatkan paling tidak
satu elemen hukum asing vang relevan.

Untuk menja iankcm vurisdiksi vang diakui
secara internasional, puwaa‘iﬁm suatu negara

e
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s (mop 51 ai'au negara bagian da]am mstem hukum :

kanﬁgem yunsdiksi pengadﬂan }}ka suatu guga’can -
_' :'_berkahan denﬂ"an ha}: hak atau kepen’fmcan-._

k\,pemuwannya Le1sebui Lfﬁpengamh .

: ‘ﬁmadﬂ(sl p&ﬂgﬁ&ﬂan semacam ini disebut yurisdiksi
inrem 2 Tajuan utama gugatm dalam in rem adalah
"memenanfrkan gugatan meﬂgenaz res (benda).?

Vurisdiksi paﬁﬁadh an didasarkan pada lokasiatau

Iempai o,ojek yang terletal di dalam wﬂayah yang

aka;a d}berla}culfaﬁ yurisdiksi® =

“Tika gugatan dimaksudkan antuk” meminta
tanggung jawab seseorang atau membebankan
kewajiban tethadap seseorang, pengadilan member-
lakukan Vx.mmksz in personait dan gugatan tersebut

mempa&an gugatan in personam.” "y

“Di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku
dewasa ini di Indonesia yang pengaturannya ter-
dapat Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan

Rechitsreglement Buiiengewesten (Rbg) tidak terdapat

ketentuan khusus mengenai kompetensi pengadilan

{yurisdiksi) pengadilan Indonesia dalam mengadili

phrkarawpu kaia p@; data yang menoandung eﬁemen

asing. : :

:'?Zldak bergemk {bwaa i:etap) gLWaLan dta}ukm‘{
' -'3-:'Eeﬂetai< {forun vei w?fﬂ@)
:'_.':'_tuan yang menegasimn bahwa jika terdapat p1hhan :

‘dormisili, gugatan diajukan kepada "aencradﬂan neg
veri yang telah dipilih tersebut. | Pt

:-. '3_:Sehmgga pmé;ﬂ fiur Xhusus teiah ditak ukan.”
_":.yc—mg terdapat dalam Pasal 6 sub'8 2@@8}?&;1% op -
“de Burgerlijk Rechisuerordermg (RVY® mengenzz
Dagvaarding yang harus disampaikan kepada pthak

‘sepanjang mereka tidak mempunyai tempat .

“diserabkan kepada pejabat kejaksaan kepada
‘tempat ‘pengadilan dimana seharusnya perkara

Mummt Dasal 118" ayai (1 ) HIR, tuntutan atan

gugatan perdata diajukan kepada pengadilan negeri
di tempat tergugat bertempat tinggal (woonplanis)
atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat
sebenarnya ia berada (werkelifk verbiiff).

Kemudian jika tergugat lebih dari satu orang
dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah suaiu
pengadilan negeri, menurut pasal 118 HIR, gugatan

‘berkaitan dengan imunitas niegara beérdaulat dan”

L -ARﬁKhL UTAMA :

kepada pengadilan neger d1 mana be*‘xda teiap ﬁu' '

SR DIR daiam Pasal 1i8& jat {4) ‘cerdapaL kefte_'

'-j.Dl dalam yuﬁspmdensz Z{ndGmea sering dﬁ@mu
_-pe:mra dimana iergu ga’z ﬂdak MEmpL
‘vang dikenal di I lds:meb;a :

‘Berkenaan {:ienvan hal'ini bisa dikaji keien‘maﬁ

tergugat yang bertempat tmggal di luar Indonesiz

kediaman yang dikenal di Indonesia. Tuntutan -

diajukan. Pejabat ini membubuhkan kata-kata
gezien dan maenandatanganinya serta menyerahkan
salinan ekspolit untuk yang b@mangku’can kepada
pemerintah Indonesia untuk dikirim.?
“Berdasarkan uraian di atas, dapﬁi disimpulkan,
bahwa prinsip penyampaian gugatan harus dilalu-
kan di tempat tinggal pihak tergugat. Kewenangan
mengadili pertama-tama didasarkan pada asas the
basis of presence, yakni pada umumnya yurisdiksi
suatu negara diakui meliputi secara teritorial atas
serua oraing dan benda yang berada dalam batas-
batas Wﬂayah negaranya. Pengecualiannya adalah

staf diplomatik.?

Selain itu, principle of effectiveness juga memegang
peranan penting, disamping pertimbangan-pertim-
bangan untuk memberi perlindungan sewajarnya
terhadap semua orang yang mencari keadilan.
Prinsip efekiifitas berarti, bahwa pada umumnya

hakim hanya akan memberi pumsaﬁ yang pada
1 :s‘i"ﬂ[':hﬂw’a e r:ffzﬂﬂ"“ r%is?fﬂ"n’a ?f ; ;x}ﬂ_g_ T:sp‘:!_aw

nzd difmensmnt anlnly
= ceriditemparsalah
smﬁfaﬂg bertempat tinggal.

Menurut Sudar go Gaufama, ketentuan penting
yvang ada hubungannva dengan perkara vang
bersifat FIPT tefdaﬂat dalam pasal 118 ayat{3) HIR®
fikatergugat Ud&‘z;'u mempunyai tempat tinggal yang
dikenal dan juga tempat tinggal sebenarnya tidak
dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan
negeriditempat penggugat (forum actoris). Kemudian
apabila gugatan tersebut berkaitan dengan benda

f%":w"n? e i "3‘:’11‘:‘; = Pe¥as ri;iqn P
fiial i BN

nyayang pal;nﬂ' *ﬂr;amm apabila gugst’m diajukan
dihadapan pengadilan dimana pihak tergugat (dan
benda-bendanya) berada.¥

Masing-masing negara memiliki hukum acara
Hukum acara ini terkadang memiliki persamaan,
tetapi terkadang juga memiliki perbedaan yang
sangat mendasar. Perbedaan ind banyak dipengarubd
tradisi hulcum vang diikuii, kondisi masyarakat dan
seiarah hukum negara vang bersanglkutan,
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Unmic mengantmpam berbaga1 kesulitan | yang

:mungkm timbul di kemudian hari, sejak awal per--

“masalahan int dzselesalkan ciengan ‘merumuskan
Klausul pﬂzhan yunsdlkm (chaiceof ]urzsdzciwn) atau
__pzhhan forum (choice of forum) di dalam kontrak
bisnis yang. bersanokutan Pilihan yunscill\sz ini
.bermakna bahwa, para pxhak d1 dalam kontrak
‘sepakat memilih forum atau Iembaga yang akan

.meﬁyeiesalkm perselislhan yang mungkm timbul .

-_chantara kedua belah plhak

‘Pilihan’ }rumsdzkm ini: dapat mengacu kepada .

_’pengadﬂan di salah satu negara dari para: p}hak
yang mengadakan transakm Pilihan. yunsdlkﬂ ini
*juga dapat merujuk kepada satu lembaga arbitrase
~di'nega ra tel’centu yang dﬂ'aksanakan di negara
. terienitu
.o Pada mnumn}ra para pzhak dlanggap mﬂmpunya:
kebebasan untuk memilih forum. Mereka bisa
menyimpang dari kompetensi relatif dengan
memilih hakim lain. Namun demikian, tidak
diperkenankan unfuk menjadikan suatu peradilan
menjadi tidak berwenang bilamana menurut kaidah-
kaidah hukum intern negara yang bersangkutan
hakim tidak berwenang adanya. Misalnya untuk
Nederland tidak dapat dipilih hakim jika menurut
hukum Belanda sama sekali tidak ada hakim Belanda
yang relatif berwenang mengadili perkara itu.”

Menurut Corvention on the Choice of Court 1965,
pilihan forum terbuka untuk perkara perdata atau
dagang yang mempunyai sifat internasional. Pilihan
forum tidak berlaku bagi status atau kewenangan

orang atau 'badan hukum keluarga ‘termasuk ke-
orang tua dan atau antara suami dan isteri; (1) per-
masalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam
butir 1; (2) warisan; {3) kepailitan; dan (4) hak-hak
atas benda tidak bergerak.®?

Salah satu pilihan yurisdiksi tersebut dapat
dilihat dalam klausula pilihan yurisdiksi yang
terdapat dalam salah satu perjanjian kerjasama
usaha patungan (joint venture agreement); Disputes.

Wenéhg meﬁgadﬂi perkara tersebut, 'Saia}i:.éétu

-cara untuk menentukan berwenang atau ﬂda}mya
ia mquadzh perkara yang bersangkutan adalah
“dengan meneliti klausul pilihan yurischk i yang

Eﬂamana hakim y y&ng mengadﬂl suam perkam

: yang mengandung elemen asing menemui adanya

pilihan forum yang menun]uk kepad_a' badan

. -peradilan] lain atau  menunjuk kepada badan Fhifrase
lain, tetapi, berlaman kompetensi relatifnya, maka
“hakim yang. bersangkutan harts menyatakan
dirinya tidak berwenang mengadlh peradxlan

tersebut. Misalnya dalam sebuah kontrak ekspor-
impor antara pengusaha Indonesia dan Amerika
Serikat di Indonesia, para pihak memilih yurisdiksi
District of Court di New York Jika ter}ad1 sengketa
itu menga]ukan jj'é'rkaranya kepada Perﬁgadﬂan
Negeri Jakarta Pusat, maka seharusnya hakim
menyatakan dirinya tidak berwenang mengadﬂl
perkara tersebut.

Demikian juga apabila di dalam kontrak itu
para pihak ternyata memilih forum arbitrase di
luar negeri atau di Indonesia's, maka perkaranya
tidak dapat diajukan kepada pengadilan negeri.
Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara yang
bersangkutan.

Di dalam praktik, walau sudah ada pilihan
yurisdiksi yang merujuk kepada suatu lembaga
arbitrase dan dilaksanakan di luar negeri seperti
Singapura atau Paris, seringkali partner atau mitra

* Indonesia-berusaha untuk tidak patuh kepada isi

kontrak yang bersangkutan. Mitra atau pengusaha
Indonesia seringkali membawa perselisihan yang
mereka hadapi ke pengadilan negeri di Indonesia,
kendati telah ada pilihan forum. Biasanya pihak
pengusaha asing mengajukan eksepsi, yang isinya
menyatakan bahwa pengadilan negeri yang memi-
liki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili
perkara vane bersanekutan karena telah ada pilihan

All disputes, controversies or differences which may arise
between the parties out of or in relation fo or in connection
with this agreement, or the breach there of shall be setiled
by arbitration in Paris, France, in accordance with the
rules of coneiliation and arbitration of the international
chamber of commerce at Paris.

Pengadilan atau arbitrase sebelum memeriksa
atau mengadili perkara yang diajukan kepadanya
itu terlebih dahulu harus meneliti apakah ja ber-

forum yang merujuk kepada arbitrase tertentu dan
dilaksanakan di luar negeri.

Atas eksepsi tersebut, putusan pengadilan negeri
menunjukkan keragaman. Ada menerima eksepsi
tersebut, tetapi juga ada vang menolak eksepsi
tersebut. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka
hakim melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili
perkara yang bersangkutan. Praktik di Mahkamah
Agung menunjukkan hal yang berbeda. Mahkamah

a0
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~ dimana para pihak telah menentukan ar bzzmse

sebagai’ pilihan. yunsdﬁ«csz mereka, Pasal 8. UU

No.30. Tahun 1999 menentukan bahwa pw;ngadﬂan

E negen tidak _.be.rw_e_nang .me_nga_dl_h se_n_gi{eta para

'pihaL vang terkait di dalam perjanjian arbitrase. .
i dalam kontrak-kontrak dagang internasional,
ierdapas kecenderungan para plhak Lil‘l‘ilik memilih
“arbitrase sebagai pl‘izhan yurisdiksi, Pilihan terse-
but antara lain didasarkan pada ks,ungculan atau
keuntungan pewd%m an sengheta melalui arbumse
_am:aua Iam berkenaan dengan:® . f
+ 1. :Kebebasan, kepercayaan dan keamanan r
‘Arbitrase pada umumnya dipilih pengusaha,
peciaoaz vz atau investor karena memberikan kebe-
basan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka.
Selain itw, secara relatif memberﬂ\an rasa amen ter-
hamap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian
~sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda,

~jugasterhadap-kemungkinan putusan-hakimeyang:

berat sebelah melindungi kepentingan (pihak) lokal
dari mereka vang terlibat dalam suatu perkara
2. Keahlian arbiter (expertise)

Para pihak seringkali memilih arbitrase karena
mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar
pada keahlian arbiter mengenai permasalahan yang
dipersengketakan dibanding dengan menyerahkan
kepada pengadilan. Mereka dapat mengangkat atau

'_ . 'ﬁ'j_'melmdumgz mereka darx publzszltas yaag memgik'aﬂ
: na i, di - dan czklbat-aéczba epém kehﬂangan reputasi, bisnis
: ia ge;p _’ﬂ_- }uga negam "1azmaya yaﬁg ’zemkai S '
L pada konvensi tersebut harus pula menyatakan__ :
~dirinya izéal«z ber"wenang mengadili suatu senglketa -

~.dalam proses ajuchkasx pubh}( dapat mengakibatkan'
'}:'pemenksaan sengkei:a secara terbuka. .-
5. Bersifat non precedent o

'( ;ﬁrecederzf) mempunya1 pengamh penting. ‘dalam
 pengambilan kepuiusan mengakibatkan keputuaan
: aibm ase pada umumnya tidak memiliki nilai atau
sifat preseden. Para pihak Khawatir akan mencip-
takan preseden yang merugikan, yang mungkin

._mendatang Karena itu, untuk perkara yang sempa

. berbeda sebab arbii:rase ﬁdak aLan membﬂﬂkan

dan pemim bag1- an-tuntutan lamnya yang

- Didalam: sistent, hukum yang. i:irmszp preseden

dapat mempengaruhi kepentingannya di masa
mungkin saja dihasilkan putusan arbitrase vang

preseden _
6. Kepekaan arbitrator | _

Walaupun para hakim dan arbzter menetapkm
keteni"uaﬁ hukum tntuk membantu penyelesaian -
p@rkaza yang mereka hadapi, dalem hal-hal yang
relevan, arbiter akan lebih memberikan perhatian
terhadap keinginan, realitas, dan prakiek dagang
parapihak:Sebaliknya; pengadilan sebagai lembaga
penyelesaian senglketa yang bersifat publik, sering-
kali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat
untuk lebih menonjolkan nilai-nilai masyarakat.
Akibainya, dalam penyelesaian sengketa privat, per-
timbangan hakim lebih mengutamakan kepentingan
umum. Kepentingan privat atau pribadi dinomor-
duakan. Arbiter pada umumnya menerapkan pola
nilai-nilai sebaliknya.

menunjuk arbiter atau suaiu panel arbitrase yang
merniliki keahlian terhadap pokok permasalahan
yang dipersenglketakan, Hal tersebut Hidak dapat
dijamin dalam sistem badan peradilan wrnum.

Cepat dan hemat blaya

Sebagal suatu proses pengambilan keputusan,
arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal,
dan lebih murah dari pada proses litigasi di penga-
dilan. Putusan arbitrase biasanya ditetapkan bersifat

Di dalam praktik, pengusaha asing selain
cenderung memilih hukum negaranya sendiri
{pilihan hukum) juga lebih menyukai pilihan forum
arbitrase di luar negeri. Pilihan hukum asing dan
pilihan forum arbitrase di luar negeri yang demikdan
itu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hukum
dan pengadilan di negeri berkembang kurang
memberikan rasa aman bagi mereka. Pengusaha
asing seringkali khawatir terhadap hukum dan
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- hakim negara berkembang Bag1 mereka hukum
'negam berkembang sukar untuk diketahui. Ibarat
- orang harus melompat di dalam kegelapan sprong
inhet duister atau masuk dalam rimba rayadengan
" hutan belukar hingga tidak tahu jalan keluarnya.!*
" Mereka takut akan hukam yang.tidak diketahui
- tersebut. }uga ada ketakutan atau keraguan
. penoadﬂ an atau hakim yang meiaksanakan hukum
_-fyang kurang dﬂ<etahu1 oleh mereka _  L

lntemasaonal

: Mengmgat transaksz atau kontrak blSnlS me-

ngandung eleméen-elemen asing, maka dalam
peiaksanaazmya menimbulkan persoalan, hukum
‘manakah yang berlaku (applzcable Iaw) atas perjazylan
- atau kontrak tersebut ?

Pada prinsipnya hukum yang berlaku di dalam
kontrak yang mengandung unsur HPI tersebut
~ adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak
~ (pilihan hukum). Jika pilihan hukum tersebut tidak
ditemukan dalam kontrak yang bersangkutan,
~dapat digunakan bantuan titik-titik taut sekunder
lainnya.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, para
pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas me-
nentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk
untuk menentukan pilihan hukum®. Kemudian apa
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi
berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah
pihak dalam suatu kontrak.®

..Pilihan hukum merupakan masalah sentraldalam .

HPI berbagai sistem hukum. Ia telah diterima, baik
di kalangan akademisi maupun praktik pengadilan.
Yansen Derwanto Latif menyatakan bahwa pilihan
hukum dihormati dengan beberapa alasan:?

Pertama, pilihan hukum sebagaimana maksud
para pihak dianggap sangat memuaskan oleh
mereka yang menganggap kebebasan akhir individu
adalah dasar murni dari hukum. Prinsip ini berlaku

_berdasarkan perhmbancfan ef151en31 Aiasan teise~

but memberikan keuntungan untuk menghindari

: _hukum memaksa yang tidak eﬁs1en memncrkatkan

persaingan hukum, dan  mengurangi keudakpasnan

tentang hukum yang dipergunakan. Pemuatan
~pilihan} hukum dalam hukum kontrak adalah hanya
Satu ‘cara dari. pengurangan biaya Suatu alternatuf

mungkm adalah suatu peraturan bersifat memaksa

yang: relatif sederhana, seperti menentukan hukum
. tempat kontrak . dibuat. Hal ini akan men ghemat

‘para pihak dari biaya. penentuan hukum yang ber-

Jaky, pka udak terdapat Klausul pﬂlhan hukum.

Keempat ‘pilihan hukum akan membenkan
kepada negara insentif bersaing. Kebebasan para
pihak memilih dan menentukan hukum yang ber-
laku bagi kontrak yang mereka buat, yang berarti
tidak semata-mata hak mereka untuk menggantikan
atau memindahkan peraturan yang tidak pastz dan
setiap sistem hukum.

Pilihan hukum para pihak didasarkan pada per-
timbangan bahwa pada prinsipnya seluruh sistem
hukum nasional adalah sama dan oleh karenanya
dapat saling dipindahkan. Dalam kontrak inter-
nasional, hukum privat nasional akan diterapkan
apabila tidak ada pilihan hukum oleh para pihak,
atau mungkin dipindahkan oleh para pihak melalui
klausul pilihan hukum kepada hukum nasional
lainnya.?

Pilihan hukum ini sudah umum. Kini orang su-
dah tidak meragukan lagi, bahwa para pihak dalam
membuat suatu kontrak dapat menentukan sendiri
hukum bagi kontrak yang mereka buat itu.”

Pada dasarnya para pﬂnak bebas untuk
menentukan pilihan hukum dengan mengingat
beberapa pembatasan: (1) Tidak bertentangan
dengan ketertiban umum; (2} Pilihan hukum tidak
mengenai hukum yang bersifat memaksa.

Pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas
kebebasan berkontrak. Kebebasan tidak berart tidak
ada batasnya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh

di banyak negara. Hal ini merupakan fakta yang
menarik, karena hal itu terjadi tanpa ada perjanjian
antara pengadilan di berbagai negara.

Kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasi-
onal memberikan kepastian, yakni memungkinkan
para pihak dengan mudah menentukan hukum
yang mengatur kontrak tersebut.

Ketign, akan memberikan efesiensi, manfaat,
dan keuntungan. Pilihan hukum para dilaksanakan

ketentuan ketertiban umum (public policy). Hukum
yang memaksa (dwingen recht) juga membatasi ke-
bebasan para pihak dalam menentukan pilihan hu-
kum. Pembatasan-pembatasan tersebut ditentukan
oleh keadaan sosial ekonomi kehidupan modern,
seperti perlindungan konsumen, pencegahan pe-
nyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi
serta menjaga iklim persaingan yang adil dalam
ekonomi pasar.®
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- Pilihan hukum harus secara tegas di dalam kon-
'i'rak yang bersangkutan, Para pxhak secara tegas dan
. jelasmenentukan hukum mana yang mereka pﬁm
Hal tersebut bmsanya muncul dalam Idausul govern-
- ing law atau applicable law. yang isinya berbuny1
1. The validity, Y., Consfrucfzon and. performmzce of this
* agrebment shall be governed by and interpreted in
'--'fzccordmzce with fhe Iaw of Republ:c Indenesia; atau

all respects in accordance with the law of England

'.kum yang. d1p111h para pihak tersebut Demikian

juga apabﬂa terjadi perselisihan di antara para pzhak .

“baik berkenaan dengan penafsiran maupun pelaksa-
naan perjanjian, hakim, atau arbiter yang mengadili
perkara tersebut]uoa harus merujuk kepada hul\um
yang dipilih para pithak tersebut, .

Jika pilihan hukum itu tidak ada, akan izmbui
sejumiah permasalahan dalam menentukan
hukum yang berlaku. Hakim atau arbiter harus
menggunakan teori yang lazim dikenal dalam HPL
Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut: (1)
lex loci contractus; (2) Mail Box Theory dan Theory of
Declaration; (3} Lex Loci Solutionis; (4) The Proper
Law. of a Contract; {5) Teori Most Characteristic
Connection;

Penentuan teori mana yang dipakai menimbulkan
permasalahan tersendiri. Penggunaan titik pertalian
atau teori tersebut sangat beragam, bergantung
pada titik pertalian mana yang dianut oleh masing-
masing kaidah HPI (conflict of law rules) setiap negara.
Kaidah HPi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 18

" AB menentukan, jika tidak ada pilihan hukim, maka

hukum yang berlaku harus merujuk kepada hukum
negara tempat dilaksanakannya kontrak.

Untuk menghindari berbagai kesulitan yang
mungkin timbul dalam menentukan hukum yang
berlaku ini, dan untuk menghindari hukum yang
tidak relevan dengan permasalahan yang dthadapi

serta untuk menghindari hukum yang tidak dike-
I

:._Thts agreemenf shal! be - goverited by ¢ fmd constmed i B
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' jlka tidalk, mereka bez sedia mengounakan hukum

Indonesia, te’capl plhhan yumsd1ksmya mengacu
kepada pengadﬂan atau arbitrase asing yang tidak-

. harus mengacu I\epada ‘pengadilan atau arbﬁ:rase_

di negara: mereka yang pentmg txdak dlachh d1 _

'Indonesza

Masainya dalam salah saiu }\cmh ak bxsms mter—.i

' ;nasmnal ditentukan Mausui sebagai ber;kut This

contract shall be govemed by and mierprmed in accor-
dance with the low of New York, United Stafes of America.

:f-Keabsahan suatu kontrak didasarkan pada hu- - Kemudian pilihan yurisdiksinya juga mengac:u-

Lepada pengadilan di negara bagian New. York.

Terhadap keadaan semacam ini, akan menim-
bulkan persoalan sehubtingan dengan bagaimana
melaksanakan putusan ‘pengadilan tersebut jika
yang kalah dalam pengadilan adalah pengusaha
Indonesia. Padahal, vang bersangkutan jelas ber-
domisili di Indonesia dan tidak mempunyai harta
benda di New York, apakah putusan hakim tersebut
dapat dilaksanakan di Indonesia? Apakan putusan
tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa harus
mengadilinya lagi di Indonesia dan apakah hakim
Indonesia terikat pada putusan hakim asing terse-
but, :

Istilah pelaksanaan (enforcement) harus dibe-
dakan dengan istilah pengakuan (recognition).
Menurut Sudarge Gautama® pengakuan tidak
begitumendalam akibatnya daripada pelaksanaan.
Melaksanakan keputusan meminta lebil banyak,
seperti tindakan-tindakan akiif dari instansi tertentu
yang berkaitan dengan peradilan dan administrasi,
terhadap pengakuan tidak diperlukan atau diharap-

. kantindakan demikianitu. Oleh karena itu, kiranya

mudah dimengerti mengapa orang dapat mudah
sampat pada pengakuan keputusan yang diucapkan
di luar negeri daripada melaksanakannya.

Sudah sejak Tama dianut asas bahwa putusan-
putusan badan peradilan suatu negara tidak dapat
dilaksanakan di wilayah negara lain. Putusan hakim
suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wzlayah
negaranya saja.”

ENEREYE DOy O NIRRTy =) PR ST, FONSRPG R, (R OO N, JUES |
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untuk menentukan hukum yang berlaku itu.

0. Pengakuan dan Pelzksanaan Putusan
Fengadiian atau Arbitrass Asing

Sebagaimana {elah disebutkan di atas bahwa
pihak asing dalam penentuan klausula pilihan yuris-
diksi dan pilihan hukum umumnya lebih meng-
hendaki pengadilan dan hukum negara mereka.

Di Indonesta berlaku ketentuan bahwa putusan
hakim asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah
Indonesia. Putusan hakim asing tidak dapat diang-
gap sama dan sederajat dengan putusan hakim Indo-
nesia sendiri yang dapat dilaksanakan di Indonesia.
Ketentuan tersebut di atas erat kaitannya dengan
prinsip kedaulatan teritorial (principle of territorial
sovereignty) dimana berdasar asas ind putusan hakin:
asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan di

JURNAL HUKUM BISNIS




| ARTIKEL UTAMA

et b st e e
_wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.®
Pada umumnya putusan hakim asing tidak
_ciapeit_ dilaksanakan di Indonesia. Dikatakan pada
- umumnya, karena ada dalam hal tertentu ada
putusan hakim yang dapat dilaksanakan di Indo-
- nesia. Pasal 436 R.V. menyebutkan, bahwa kecuali
dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan
‘undang-undang lain, putusan-putusan asing tidak
dapat. ciilaksa'nakan di Indonesia. Jadi, putusan
‘hakim asing mengenai perhitungan avarai umum
- (grosse avarai) tethadap pemilik kapal atau pemilik
“kargo yang diangkut oleh kapal yang bersangkutan
dan berdomisili di Indonesia, berdasar ketentuan
tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berlainan dengan keputusan pengadilan, uwmum-
nya keputusan arbitrase dapat dilaksanakan di luar
negeri. Secara internasional, pengaturan pelaksa-
naan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
asing ini di atur dalam Konvensi New York Tahun
1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Asing (Conwention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Award), yang mulai
bertaku sejak tanggal 7 Juni 1959.

Konvensi New York Tahun 1958 tersebut telah
diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui
Keputusan Presiden (Keppres) No.34 Tahun 1981
Keppres ratifikasi tersebut kemudian diindaklanjuti
oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indo-
nesia (Perma) No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Dalam perkembangannya, tata cara pengakuan
dan pelaksanaan putusan arbitrase di luar negeri
telah di atur dalam undang-undang, yakni UU No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pe-
nyelesaian Sengketa.

Rules yang menjadi sumber hukum tata cara
pemberian exequatur putusan arbifrase asing terdiri
atas Konvensi New York 1958 dan Perma No.l
Tahun 1990. Rules yang menjadi sumber hukum
pelaksanaan eksekusinya sendiri tetap berpedoman

putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arb;ter

perorangan yang menurut ketentuan huLum

Republik Indonesia dianggap sebagai suatu pmtusan

Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum. tetap

sesuai dengan Kepres No.34 tahun 1981,
818} No. 30 Tahun 1999 menggunakan istilah

arbitrase internasional. Menurut Pasal 1 angka 9 UU

No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase in’serné{éi@_nal

adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga

arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah
hukum Republik Indonesia, atau suatu p__ﬁi:'iifsan
suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan
yang merurut ketentuan hukum Republik Indonesia
dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.
Disini yang menjadi ciri putusan arbitrase asing
didasarkan pada faktor wilayah atau teritorial.
Setiap putusan yang dijatuhkan di luar teritorial
Republik Indonesia dikualifikasikan sebagai
putusan arbitrase asing.® :
Ciri putusan arbitrase asing yang dldasarkan
padla faktor teritorial, tidak menguntungkan syarat
perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan
tata hukum, Meskipun para pihak yang terlibat
dalam putusan adalah orang-orang Indonesia, dan
sama-sama warga negara Indonesia, iika putusan-
nya dijatuhkan di uar negeri, putusan tersebut
dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing.™

Dalam‘pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 jo Pasal 3

PermaNo.1 Tahun 1990 dinyatakan bahwa putusan

hanya diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah

hukum Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berilkut:

1. Putusan itu dijatuhkan oleh badan arbiirase
atau arbiter perorangan di suatu negara yang
dengannegara Indonesia ataupun bersama-sama
negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi
internasional perihal pengakuan serta pelaksa-
naan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya
didasarkan atas timbal balik (resiprositas);

2. Putusan-putusan arbifrase asing tersebut di atas
hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang

pada Pasal 236 K.V. dengan menerapkan pasal-pasal
tentang tata cara eksekusi yang diatur dalam Pasal
195-224 HIR.* Belakangan didasarkan pada UU
No. 30 Tahun 1999,

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
No.1 Tahun 1990, yang dimaksud dengan putusan
arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan
suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di
luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun

menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk
dalam ruang lingkup hukum dagang;

3. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut di atas
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas
pada putusan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umuin.

Di dalam transaksi bisnis internasional selalu
terdapat kemungkinan bertemunya dua atau lebih
sistem hukum yvang berbeda. Tidak mungkin sermua

44

JURNAL HUKUM BISNIS




i '-'51stem huLum iersebut diberla}cuixan D1 sini sangat"'f. B

dxperiukan adanya p;hh’m_hukum Ketika negos" 517 -

' 'Bagzmz i fBuku 8) Alumni; Bandung, 1978,

: Bmdl.mg, 1985
R A:bumseDagmg

termbzmwl Alumm, Bandung, 1986

i ngmzirrﬂu?mm Perdnia: Infemaszmzqi ba&anl’embmaan s

Hukmm‘dasmm} Binacipta, Bandung, 198? ¥ 5

L ,A;zeka Masalah Hukwrt Perdm.:z Intemaszmmi Aiunuu,

Bamitmz, 1585,

Gaodpaswr, Gaz‘v et m‘ ”'fm)auan terhadap Atbitrase Daganv Qeaa;a Unium

dan Arbitrase Dagang di Indonesia”, dalam Felix O. Seobagjo dan Frman Ra-
jagukguk, eds, Arbiirase di Indo;zesza Ghalia IBﬁDnES‘a,}ﬂkalfii, 1995
Harahap, M. Yahva,A:bzfmce, Pustak’i Hartini, ]akarfa 1991,
Khairandy, Ridwan, Tktikad Beik dalam Kebebasan Berkmzimk Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004,

Latip, Yansen Demanto, Pilihan. Hukum dan Pilihan Forum dnlam
Koutrak Internasional, Program I’ascacm;am ]"akultas Hul\zlm Uzm exsuas
Iﬁdoneﬁra }akarta, 2007,

North, PM. cian }} Pawces:t Private Ifziemﬂfwmzl Law But[erwonh
London, 1987,

Siegel, David D, Conflict, West Publishing Ca, St. Paud, Minn, 1982
‘QJahdeJm, Sutan Remy, Kebebasan Berkonirak dan Perlindungan Hukum
yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank d1 Indonesia,
-ansntu%_Banku_lndfmem, Jakarta, 1993,

1. P.M. North dan J.). Pawcett, Private International Law, Butterworth,
London, 1957, hlm 7. Lihat juga David D. Siegel, Conflict, West
Publishing Co, 5t Paul, Minn, 1982, him 4.

2. 1.G. Castel, op.cit., hlin 59,

3. Ibid,

4. fhid.

5. 1bid, him 60,

6. Sudargo Gautema, Hukum Perdata Taternasionel Indonesia, [ilid
HI Bayign 11 (Buky 8) Alumni, Bandung, 1978, him 210,

o plhh'm ymisd%l diarahkan I\epéxda hukum' Indon -
. '::_-sm dan pengadﬁan atau’ arbltrase Indonesm e

g Gautama, Suéaloa Huhzm Perdaia Intemaszomi Indane:-za, ]zltd }II P
Lo kebebasan untuk membuat atau tidak ‘membuat ‘peaniian;’ (7]
"t kebebasan uniuk memilih dengan siapa fa ingin mernbuat perjan
B kebebasan untuk menﬂntukan atan memilth kausa ;,-c;]an;mn var
* - akan dibuainya; (4) kebebasan matuk menentukan objek perjanjian:
- {5) kebebasan uz}tuk menentikan isi mrjaﬂ;lan {6) kebebasany unfuk
- 'menerima atau menyimpangi kefentuan undang-undang yang ber

Anekﬁ Masal.szk Huhum Pezdafa Infefnasmnal Aiumm, .

éirang Secara Umum {ian Arbitrase. Daﬁanw i Indongsia”, dala
: .Fei_;xO Seobagio dan ani%a)acru;:gmc, eds fiibzfmse dl lndone;za_
Gﬁaha lﬂd()ﬁ&qi& ]akal 1921 R

Bandung, 1986 lﬂm ) sk o
19 i dalam hukum kontral(' %ebﬂbasan berkmtrak mencukup

- opsional {aanoullend). Lihat, Sutan Remy Sahdﬂlm Kebebase
Berkomtrak dan Perlindungan Hukum yang Sezm'baﬂo Bagi Parg:

A Pihak dalam Perjanjian Rredit Bank di Indonesia, lnﬁtztut Eanklr-

. Indonesia, Jakarta,, 1993, hlm 47, o
20 Kebebasan bamonwak didasarken pada asas i&@ik{l"bilaii‘:l'ﬂe Ass

© . ini mendasarkan perjanjian pada kesepakatan (konsensus) pasa pihak.

dalam konizak. Dengan adanya konsensus tersebut, maka kesepakatan
it menimbulkan i{ekman mengikat kentrak sebagaimana layaknya
~undang-undang (pacta - suit. smrmzda) Apa yang dmyatalgaj.
- geseorang dalam suati: hubuagar hukum menjadi hukam bagimerela
o (cunnexyim faciel ingnipium gue, uti lingua mancuoeassil, ita jus -
‘eske). Asas inilah yang menjadi vang menjadi kekuatan mengikatnva
Yontrak (werbindende krachi van de overeenkonst), Ini bukan saja
kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum vang pelaksanaannys . -
wajib ditaail. Perhatikan Ridwan Khairandy, Ikfiked Baik dalamm,
Kebebasan Berkontrak, Program Pascasamjana Fakulias Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, him 29.

21. Yansen Derwanio Latip, Prlihas Hulann dan Filihan Forwm dalam
- Koutrak Internasional, Program Pascaﬁarjana Fakultas riukmaa
“Universitas Indonesia’ ]"skalta, 2002, hlm 20 -21.- o

22 Thid,

23.Sudargo Gautama, Pengantar Hukunt Perdata Intermasional,
Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 1987, hlm
169

24. Ibid, him 64,
25. Sudarge Gautama, op.cif. ... Buku 8, him 278.

26. Sudargoe Gautama, Aneka Masalah Hukuim Perdata Internasional,
Alumni, Bandung, 1985, hlm 281

27. Lihat pasal 436 Reglement op de Rechisvordering (RV) walzupun

7. 1bid., hm 23k

& Ketentusn ini merupakan reglemen lhukum acara perdate yang
berlaku uniuk golongan Eropa Kemudian dengan dlhapukannya
Rad van j’wfzm dan Hooggerechtshof, <aemuaw ind sudah fida
berlaku lagi. Namun apabila dalam HIR atau Rbg fidak terdapat
pengaturan fertentu mengenal hukum acera perdata, misalnya
mengenai arbitrase, Ketentuan RV dapat dijadikan pedoman,

9, Sudarge Gautama, op.cit, him 211,

10. [bid,, hlm 213,

11, Ibid,

12, Jbid,, him 232,

sebenamya kefentuan RV sudah tidak berlaku lagl di Indonesiz,
namun cleh karena Herzeine Inland Reglernent (HIR) vang mengatur
hubkum acara perdata bagi golongan Bumiputra dan yang sekaranz
digunakan olsh Pengadifan hcgezf dan Pemﬂadtiurs Tmrfve i
men}ebutkan atau menﬂamr mengenai putus:m asing ini, maka
ketentuan RV, tersebut kzmnva dapat dijadiken pﬁdomm

28. Sudargo Gautama, op.cit., Hulkum.. Buku 8, Wlm 27

29. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Pustaka Kartind, ]aharta, 1691, him
437,

30, Ibid., him 438
31 Ibid.

J.‘LC.

JURNAL HUKUM BISNIS






